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BAB V 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan analisis yang diuraikan peneliti di atas dapat disampaikan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut. 

A. Kesimpulan 

Kebijakan pemeriksaan tematik yang menilai agenda pembangunan dan 

dilaksanakan oleh pemerintah dan dituangkan ke dalam RPJMN perlu dilaksanakan 

karena BPK merupakan satu-satunya auditor eksternal pemerintah yang dapat 

melaksanakan pemeriksaan ini. Model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif 

terpilih menjadi model kebijakan pemeriksaan tematik yang paling tepat untuk saat 

ini. Dengan penerapan model kebijakan tersebut, keterbatasan-keterbatasan yang 

dimiliki oleh BPK terkait dengan sumber daya manusia dan anggaran dapat 

diselesaikan dengan menerapkan strategi pemeriksaan project based audit yang 

disesuaikan dengan portofolio masing-masing unit kerja pemeriksaan. Sedangkan 

kelemahan dalam project based audit dimana fokus audit per tahunnya berubah, 

dapat di atasi dengan melakukan audit tindak lanjut (follow-up audit) namun harus 

direncanakan dengan baik agar dapat mencukupi secara waktu dan sumber daya 

baik manusia maupun anggaran. Pemeriksaan/audit yang dilaksanakan selalu 

berpegang pada pendekatan risk based audit untuk jenis pemeriksaan keuangan dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan jenis pemeriksaan kinerja pada 

tahapan awal akan dilakukan penilaian/pembobotan terhadap program/kegiatan 

atas entitas yang diperiksa melalui metodologi RIAS (risk, impact, auditability, 

significant), di mana objek pemeriksaan yang akan diambil ditentukan oleh risiko-

risiko yang dideteksi baik dari pemeriksaan sebelumnya maupun informasi yang 

beredar di masyarakat. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antara 

seluruh unit kerja pemeriksaan di BPK untuk dapat mendukung kebijakan 

pemeriksaan kolaboratif yang ditetapkan supaya mencapai tujuan. 

Kelemahan dari model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif ini yaitu 

jika terdapat satu saja unit kerja yang tidak berjalan dan tidak mendukung kebijakan 
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akan berdampak pada kesimpulan atas penilaian terhadap agenda pembangunan 

nasional.  

 

B. Saran 

1. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja di BPK dapat 

menerapkan kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif dengan penguatan 

dari sisi perencanaan. Perencanaan dimulai dengan melakukan identifikasi 

klien utama BPK pada tugas dan fungsi serta hal-hal yang dibutuhkan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Kemudian menetapkan 

kriteria kebijakan yang tepat dan dapat diterapkan mulai dari strategi 

pemeriksaan, pendekatan sampling, teknis dan mekanisme pelibatan unit 

kerja pemeriksaan, penetapan prosedur kesimpulan, dan penetapan 

pelaksanaan follow-up audit. Mekanisme pengenalan kebijakan, 

perencanaan, dan pelaksanaan internalisasi juga dibuat pada saat 

perencanaan  model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif ini. 

2. Diperlukan perencanaan yang matang untuk dapat menetapkan sebuah 

kebijakan yang akan diterapkan dan menyasar ke banyak personil di BPK; 

sistem yang mendukung termasuk bagaimana pengaturan dan pembuatan 

pedoman yang mendukung dari perangkat-perangkat yang dibutuhkan 

dalam rangka menyukseskan sebuah kebijakan; sosialisasi yang intensif 

diperlukan supaya seluruh pelaksana kebijakan dapat memahami tujuan 

diterapkannya sebuah kebijakan dan melaksanakan dengan penuh rasa 

tanggung jawab dan pemahaman yang penuh; dan harus jelas pembagian 

tugas antara seluruh unit pelaksana tugas baik penunjang maupun 

pemeriksaan untuk dapat menerapkan sebuah kebijakan baru. 

3. Penelitian terkait dengan kebijakan pemeriksaan tematik agenda 

pembangunan nasional yang menghasilkan model  kebijakan pemeriksaan 

tematik kolaboratif ini masih memiliki keterbatasan dalam menguraikan 

lebih lanjut terkait dengan metodologi penarikan kesimpulan pada ikhtisar 

hasil pemeriksaan. Penarikan kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk 
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memberikan penilaian pada satu fokus pemeriksaan, misalnya pada 

prioritas nasional tertentu dari hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 

beberapa entitas pemeriksaan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih 

lanjut terkait dengan metodologi penarikan kesimpulan untuk dapat 

melengkapi penelitian ini.  

Selain itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kolaborasi 

yang terjadi di dalam internal organisasi yang memiliki banyak unit kerja 

dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. 
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Lampiran 1 

Daftar Pertanyaan Utama kepada Key Informan 

 

No Key Informan Daftar Pertanyaan Utama 

1. Badan Akuntabilitas 

Keuangan Negara 

(BAKN) DPR 

a. Sejak Tahun 2021, BPK melakukan pemeriksaan 

strategis yang fokusnya diselaraskan dengan agenda 

pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam 

RPJMN 2020-2024, dan telah disajikan pertama kali 

dalam buku IHPS II Tahun 2021. Apakah BAKN 

sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) 

terbantu dalam hal  melaksanakan fungsi untuk 

melakukan telaahan terhadap laporan hasil 

pemeriksaan BPK RI dan menjaga kredibilitas atau 

kepercayaan publik/masyarakat dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan Dewan? 

b. Apakah BAKN dapat memahami substansi penyajian 

ikhtisar hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh 

BPK?  

c. Apakah BAKN menemui kesulitan dalam hal 

memahami ikhtisar hasil pemeriksaan BPK yang 

menilai program/kegiatan pemerintah dalam satu 

prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024? 

d. Apa harapan BAKN terkait dengan penyajian hasil 

pemeriksaan BPK terhadap agenda pembangunan 

nasional? 

e. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh 

BPK (baik SDM maupun anggaran) yang 

berpengaruh terhadap cakupan pemeriksaan agenda 

pembangunan nasional, menurut BAKN hal-hal apa 

saja yang harus diperhatikan oleh BPK dalam 

menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaannya supaya 

memadai dan berdampak terhadap para stakeholders? 

f. Menurut BAKN, adakah alternatif lain dalam hal 

model penyajian IHPS atas hasil pemeriksaan agenda 

pembangunan nasional yang lebih mudah dipahami 

oleh pengguna laporan? 

g. Bagaimana penyajian hasil pemeriksaan BPK, yang 

menurut BAKN dapat menggambarkan kinerja 

pemerintah dalam satu prioritas nasional? 

 

2. Anggota DPR a. Dalam upaya untuk mendorong evaluasi dan 

peningkatan program pembangunan pemerintah, 

BPK melakukan pemeriksaan strategis yang 
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No Key Informan Daftar Pertanyaan Utama 

fokusnya diselaraskan dengan agenda pembangunan 

pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-

2024. Menurut DPR apakah fokus pemeriksaan BPK 

ini sudah tepat? 

b. Menurut DPR apakah penuangan hasil pemeriksaan 

tersebut ke dalam buku IHPS cukup mudah dipahami 

dan membantu DPR dalam menjalankan fungsinya? 

c. Sejauh mana DPR menggunakan hasil-hasil 

pemeriksaan BPK? 

d. Apa harapan Anda sebagai anggota dewan terkait 

dengan penyajian hasil pemeriksaan BPK terhadap 

agenda pembangunan nasional? 

e. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh 

BPK (baik SDM maupun anggaran) yang 

berpengaruh terhadap cakupan pemeriksaan agenda 

pembangunan nasional, menurut Anda sebagai 

anggota dewan, hal-hal apa saja yang harus 

diperhatikan oleh BPK dalam menyampaikan ikhtisar 

hasil pemeriksaannya supaya memadai dan 

berdampak terhadap para stakeholders? 

f. Menurut Anda sebagai anggota dewan, adakah 

alternatif lain dalam hal model penyajian IHPS atas 

hasil pemeriksaan agenda pembangunan nasional 

yang lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan? 

g. Bagaimana penyajian hasil pemeriksaan BPK, yang 

menurut DPR dapat menggambarkan kinerja 

pemerintah dalam satu prioritas nasional? 

 

3. Bappenas a. BPK membuat kebijakan pemeriksaan untuk tahun 

2020-2024 yang diselaraskan dengan agenda 

pembangunan dalam RPJMN. Bagaimana tanggapan 

Bappenas dalam hal ini? 

b. Bappenas sebagai pihak yang memiliki tugas utama 

dalam merencanakan pembangunan nasional, juga 

memiliki tusi dalam melakukan evaluasi atas 

pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Menurut Bappenas, 

apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 

terhadap agenda pembangunan dan dituangkan dalam 

IHPS membantu Bappenas dalam melakukan 

evaluasi tersebut? 

c. Apakah posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga 

audit eksternal pemerintah cukup strategis dalam 

memfokuskan pemeriksaan pada agenda 
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No Key Informan Daftar Pertanyaan Utama 

pembangunan yang sedang dijalankan oleh 

pemerintah saat ini? 

d. Menurut Bappenas, dengan keterbatasan sumber 

daya yang dimiliki oleh BPK (baik SDM maupun 

anggaran), apakah BPK tetap dapat menyajikan 

ikhtisar hasil pemeriksaan dalam satu prioritas 

nasional secara memadai dan berdampak? 

e. Apa syarat/kriteria yang harus dimiliki oleh BPK 

menurut Bappenas, supaya BPK dapat memberikan 

penilaian yang handal dan memadai dengan 

keterbatasan yang dimiliki? 

f. Menurut Bappenas, adakah alternatif lain dalam hal 

model penyajian IHPS atas hasil pemeriksaan agenda 

pembangunan nasional yang lebih mudah dipahami 

oleh pengguna laporan? 

g. Bagaimana penyajian hasil pemeriksaan BPK, yang 

menurut Bappenas dapat menggambarkan kinerja 

pemerintah dalam satu prioritas nasional? 

 

4. Ikatan Akuntan 

Indonesia 

(IAI)/organisasi 

profesi akuntan 

a. Dalam upaya untuk mendorong evaluasi dan 

peningkatan program pembangunan pemerintah, saat 

ini BPK melakukan pemeriksaan strategis yang 

fokusnya diselaraskan dengan agenda pembangunan 

pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-

2024, bagaimana pendapat IAI terkait hal ini? 

b. Cakupan pemeriksaan di BPK untuk pemeriksaan 

pada satu agenda pembangunan/prioritas nasional 

terbatas, menurut IAI apakah ini akan berpengaruh 

kepada penilaian BPK terhadap agenda 

pembangunan pemerintah? 

c. Bagaimanakah model penyajian ikhtisar hasil 

pemeriksaan yang menurut IAI tepat sebagai 

masukan perbaikan bagi pelaksanaan agenda 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah? 

d. Dengan model penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan 

strategis yang saat ini dibuat oleh BPK yang tertuang 

pertama kali di dalam buku IHPS II 2021, yaitu 

menyajikan hasil pemeriksaan strategis atas agenda 

pembangunan dalam bab dan sub bab tersendiri sudah 

cukup memadai? Apakah ada perbaikan yang 

diperlukan? 

e. Bagaimanakah penilaian yang tepat dari auditor 

eksternal pemerintah terhadap kinerja pemerintah? 

Apakah cukup dengan penyampaian rekomendasi 
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No Key Informan Daftar Pertanyaan Utama 

perbaikan atau perlu semacam kesimpulan atas hasil 

pemeriksaan terhadap satu prioritas nasional tertentu? 

f. Apakah Anda sebagai IAI memiliki pengetahuan 

mengenai model penyajian hasil pemeriksaan 

Supreme Audit Institutions (SAI) di negara lain 

terkait dengan ikhtisar hasil pemeriksaan yang 

merupakan evaluasi dari kinerja pemerintah? 

 

5. BPK  

(pokja pemeriksaan 

prioritas 

nasional/pelaksana 

pemeriksaan tematik 

nasional 

a. Cakupan pemeriksaan di BPK untuk pemeriksaan 

pada satu agenda pembangunan/prioritas nasional 

terbatas, menurut Anda sebagai  sebagai tim pokja 

pemeriksaan Prioritas Nasional (PN), apakah ini 

akan berpengaruh kepada penilaian dan penyajian 

hasil pemeriksaan BPK terhadap agenda 

pembangunan pemerintah? 

b. Dengan terbatasnya cakupan pemeriksaan dan 

keterbatasan yang dimiliki BPK dalam melakukan 

pemeriksaan strategis agenda pembangunan 

nasional, apakah Anda sebagai tim pokja memiliki 

solusi bagaimana menyajikannya supaya pemerintah 

(secara makro dan mikro) dalam hal ini selaku 

pengambil kebijakan, dapat memahami dan 

melakukan perbaikan atas program/kegiatan PN 

yang dijalankan saat ini? 

c. Menurut Anda sebagai tim pokja pemeriksaan 

Prioritas Nasional (PN), apakah juklak dan juknis 

pemeriksaan kinerja maupun kepatuhan-DTT cukup 

untuk menjadi kriteria penilaian atas agenda 

pembangunan nasional yang dijalankan oleh 

pemerintah? Atau ada kriteria lain yang penting 

untuk ditambahkan? 

d. Apakah Anda sebagai tim pokja pemeriksaan 

strategis merasa sudah cukup puas dengan penyajian 

ikhtisar hasil pemeriksaan strategis yang saat ini ada 

di BPK? Adakah alternatif yang ditawarkan supaya 

hasil-hasil pemeriksaan strategis atas agenda 

pembangunan nasional dirasakan cukup memadai 

dan berdampak? 

e. Hal-hal apa saja/di bagian mana yang perlu 

perbaikan (mulai dari proses perencanaan hingga 

pelaporan di dalam IHPS)? 

f. Apa masukan Anda untuk model penyajian hasil 

pemeriksaan agenda pemerintah/prioritas nasional 

yang saat ini belum ada format bakunya di BPK? 
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Bagaimana alurnya mulai dari tahap awal 

pemeriksaan? 

g. Menurut Anda apakah dengan model penyajian 

tersebut cukup efektif untuk menyampaikan evaluasi 

BPK atas pelaksanaan agenda pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah? 

h. Dari beberapa kemungkinan penyajian yang bisa 

disampaikan oleh BPK, menurut Anda sebagai tim 

pokja yang saat ini sedang bekerja di lapangan, 

alternatif mana yang paling pas dan strategis untuk 

BPK? 

i. Bagaimana memonitor pemilihan kebijakan 

penyajian hasil pemeriksaan strategis supaya 

berjalan optimal? Bagaimana teknisnya? 

 

6. BPK 

(sentra 

koordinasi/coordinat

or pemeriksaan PN) 

a. Sebagai bagian dari sentra koordinasi yang turut serta 

dalam merencanakan kebijakan pemeriksaan di BPK, 

apa tujuan dari dikeluarkannya kebijakan 

pemeriksaan strategis yang menilai/memeriksa 

pelaksanaan agenda pembangunan pemerintah saat 

ini? 

b. Tujuan apa yang ingin dicapai oleh BPK dalam hal ini 

dengan melaksanakan kebijakan pemeriksaan 

strategis menilai prioritas nasional dalam agenda 

pembangunan pemerintah? 

c. BPK telah melaksanakan pemeriksaan agenda 

pembangunan pemerintah pada PN 1 dan PN 3 di 

Tahun 2021. Apakah penyajian ikhtisar hasil 

pemeriksaan strategis tersebut telah sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai? 

d. Cakupan pemeriksaan di BPK untuk pemeriksaan 

pada satu agenda pembangunan/prioritas nasional 

terbatas dalam hal sumber daya, baik anggaran 

maupun SDM. Apakah Sentra Koordinasi telah 

memitigasi kondisi ini? 

e. Apakah menurut tim sentra koordinasi, hasil evaluasi 

atas penyajian hasil pemeriksaan strategis di tahun 

2021 telah cukup berdampak terhadap perbaikan 

kinerja pemerintah? 

f. Berdasarkan evaluasi/ lesson learnt terhadap 

pelaksanaan dan penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan 

atas PN 1 dan PN 3 tersebut, apa saja yang harus 

diperbaiki oleh BPK agar dapat menghasilkan 

penilaian yang memadai dan berdampak? 
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g. Sebenarnya output seperti apa yang diharapkan oleh 

Sentra Koordinasi/PSMK atas implementasi 

kebijakan pemeriksaan pada Renstra BPK 2020 – 

2024? 

h. Apakah sampai dengan saat ini implementasi serta 

outputnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? 

i. Menurut tim sentra koordinasi, model penyajian 

seperti apa yang paling tepat? 

j. Menurut Anda apakah dengan model penyajian 

tersebut cukup efektif untuk menyampaikan evaluasi 

BPK atas pelaksanaan agenda pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah? 

k. Dari beberapa kemungkinan penyajian yang bisa 

disampaikan oleh BPK, menurut Anda sebagai sentra 

koordinasi yang mengawal pelaksanaan pemeriksaan 

strategis di BPK dari awal sampai akhir, alternatif 

penyajian yang seperti apa yang dianggap paling pas 

dan strategis untuk BPK? 

l. Bagaimana memonitor pemilihan kebijakan penyajian 

hasil pemeriksaan strategis supaya berjalan optimal? 

Bagaimana teknisnya? 

 

7. Pakar/ahli kebijakan 

publik 

a. Saat ini BPK melakukan pemeriksaan strategis yang 

fokusnya diselaraskan dengan agenda pembangunan 

pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-

2024, bagaimana menurut Anda? 

b. Apa saja sebaiknya yang disampaikan oleh BPK 

terkait dengan hasil-hasil pemeriksaan atas 

pelaksanaan agenda pembangunan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah? 

c. BPK memiliki keterbatasan dalam hal cakupan 

pemeriksaan untuk pemeriksaan pada satu agenda 

pembangunan/prioritas nasional terbatas dalam hal 

sumber daya, baik anggaran maupun SDM. Menurut 

Anda apakah kendala ini dapat menghambat kinerja 

BPK dalam melakukan penilaian terhadap agenda 

pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah? 

d. BPK juga membagi fokus penilaian dalam satu agenda 

prioritas nasional tersebut per tahun, meskipun 

pemeriksaan masih terus berjalan untuk beberapa 

satker. Menurut Anda apakah ini merupakan kendala 

bagi BPK dalam menilai agenda pembangunan 

nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah? 
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e. Apakah posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga 

audit eksternal pemerintah cukup strategis dalam 

memfokuskan pemeriksaan pada agenda 

pembangunan yang sedang dijalankan oleh 

pemerintah saat ini? 

f. Untuk menyampaikan hasil pemeriksaan BPK sebagai 

satu kesatuan yang utuh atas satu agenda 

pembangunan pemerintah dengan istilah prioritas 

nasional, BPK membuat ikhtisar hasil pemeriksaan 

prioritas nasional tertentu. Menurut Anda, 

bagaimanakah model penyajian ikhtisar hasil 

pemeriksaan yang tepat sebagai masukan perbaikan 

bagi pelaksanaan agenda pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah? 

g. Dengan model penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan 

strategis yang saat ini dibuat oleh BPK, perbaikan apa 

yang diperlukan menurut Anda? 

h. Bagaimanakah penilaian yang tepat dari auditor 

eksternal pemerintah terhadap kinerja pemerintah? 

Apakah cukup dengan penyampaian rekomendasi 

perbaikan atau perlu semacam kesimpulan atas hasil 

pemeriksaan terhadap satu prioritas nasional tertentu? 

i. Apa masukan Anda terhadap model penyajian ikhtisar 

hasil pemeriksaan strategis di BPK yang 

menilai/memeriksa kinerja pemerintah pada agenda 

pembangunan pemerintah? 

j. Apa masukan Anda terhadap model penyajian ikhtisar 

hasil pemeriksaan strategis di BPK yang 

menilai/memeriksa kinerja pemerintah pada agenda 

pembangunan pemerintah? 

k. Menurut Anda adakah model penyajian yang lebih 

mudah dipahami, lebih memadai, dan lebih 

berdampak terhadap pemerintah? 

l. Alternatif mana yang menurut Anda lebih tepat 

disampaikan oleh BPK sebagai auditor eksternal 

pemerintah? 

m. Bagaimana memonitor pemilihan kebijakan penyajian 

hasil pemeriksaan strategis supaya berjalan optimal? 

Bagaimana teknisnya? 
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Lampiran 2 

  

Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik 

STIA LAN Jakarta 
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Lampiran 3  

 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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